
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.465, 2012 KEMENTERIAN PERTANIAN. Penilaian. Balai 
Penyuluhan. Kecamatan Berprestasi. Pedoman.  

 
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 28/Permentan/OT.140/4/2012  
TENTANG  

PEDOMAN PENILAIAN BALAI PENYULUHAN KECAMATAN BERPRESTASI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa Balai Penyuluhan Kecamatan merupakan mitra 
kerja Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil, dan 
Penyuluh Pertanian Swadaya/Swasta untuk 
melaksanakan penyuluhan pertanian; 

b. bahwa pemberian penghargaan bagi Balai Penyuluhan 
Kecamatan berprestasi merupakan apresiasi 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka 
memberikan motivasi untuk meningkatkan 
produktivitas dan kinerja; 

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan agar 
pemberian penghargaan dapat berjalan dengan baik, 
perlu menetapkan Pedoman Penilaian Balai 
Penyuluhan Kecamatan Berprestasi; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4548); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang 
Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4660); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 
Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas 
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4023); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4816); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan 
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5018); 
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